SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

. 4.

bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil
Negara yang netral dalam Penyelenggaraan Pemilthan Umum
dan Pemilihan, serta terciptanya iklim yang kondusif
sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, perlu
dibentuk Tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapan Keputusan SeKretaris
Daerah tentang Tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Pemilihan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4744);,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 29263, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Menetapkan

10.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratuan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6832);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1]
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negerl,

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur
Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor
246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1 /
PM.01 / k.1 / 09 / 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM
PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN

PEMILIHAN.



KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU sebagai berikut:

a. mengindentifikasi titik-tittk rawan terjadinya pelanggaran
netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu
dan Pemilihan;

b. menyosialisasikan penegakan perundang-undangan tentang
netralitas ASN;

c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
netralitas pegawai ASN,;

d. bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan

pengawasan netralitas pegawai ASN;
e. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan
penegakan kode etik maupun disiplin ASN berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas
Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh

satgas.

KETIGA . Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESAT U

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing

Perangkat Daerah. ~

KELIMA . Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENGAWASAN NETRALITAS 'PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Pembina
Ketua

Sekretaris

Anggota

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TYO NO
996031004




